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Sejak VOC menguasai wilayah Hindia Timur, banyak masalah tidak pernah ditangani secara tuntas oleh
pemerintah. Masalah-masalah itu antara lain pemberantasan korupsi, penyuapan kepada penguasa dengan
dalih pemberian hadiah, atau penyelewengan lain yang merugikan pemerintah. Masalah itu seakan telah
mengakar dan "membudaya’, sehingga sulit untuk diatasi. Upaya mengatasi penyelewengan itu pernah
dilakukan. Namun, sgjak kapan upaya untuk mengatasi masalah-masalah itu pernah dilakukan, merupakan
pertanyaan yang dapat dijawab oleh sgjarawan, khususnya yang mempelgjari sejarah kolonial.

Berkaitan dengan upaya menertibkan sistem administrasi pemerintahan pada masa kolonial, diketahui
bahwa pembenahan itu pernah dilakukan dan dimulai pertamakali oleh Gubemur Jenderal Herman Willem
Daendels (selanjutnya disebut Daendels) yang menjabat Gubernur Jenderal di wilayah koloni Hindia Timur
dari tanggal 14 Januari 1808 hingga 16 Mel 1811 (3 tahun 4 bulan). Daendels melakukan upaya itu dalam
rangka melaksanakan perintah yang diberikan oleh Napoleon Bonaparte kepadanya, yang saat itu menguasai
Belanda.

Daendels disebut sebagai "orang asing" oleh orang Eropa yang bertugas di Batavia. Hal ini disebabkan
karena sebelum kedatangannya di Jawa, ia belum pemah bekerja atau bahkan belum pernah mengunjungi
wilayah koloni ini. Daendels tidak memiliki pengalaman karir kolonial. Padahal, telah menjadi kebiasaan di
koloni Hindia Timur, yang menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Timur adalah para pejabat Eropayang
telah bertugas di wilayah ini, khususnya kelompok penguasa di Batavia. Mereka itu biasanya menjadi
sumber bakal calon Gubernur Jenderal dan Gubernur.

Selain disebut sebagai "orang asing”, Daendels juga disebut sebagai seorang "revolusioner” oleh para
segjarawan. Sebutan itu diberikan kepadanya karena sebelum ditugaskan menjadi Gubernur Jendera, ia
menjadi bagian dari penganut paham Revolusi Prancis yang sangat dikaguminya. la adalah pemimpin
patriot, bahkan bersama dengan pasukan Prancis, ia menyerbu Belanda dan berhasil menggulingkan
Republik Belanda Bersatu (Republiek der Verenigde Nederlanden) yang dianggap bersekutu dengan pihak
Inggris dan Prusia Daendel s juga membantu upaya Prancis dalam mendirikan Republik Bataf di Belanda
(Ong Hok Ham 1991:107)

Ong Hok Ham juga menyatakan bahwa Republik Bataf memiliki ciri pemerintahan yang sentralistis dan
birokratis. Dikatakan sentralistis karena semua hal yang berkaitan dengan kenegaraan diatur oleh pusat,
sementara disebut birokratis karena pemerintahan dijalankan oleh pegawal pemerintah yang memiliki hirarki
dan jenjang jabatan. Dengan pemerintahan seperti ini, Belanda dan Prancis dianggap sebagai dua negara
pertama di Eropayang menerapkan birokrasi modern. Belanda meniru Republik Prancis yang baru,
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khususnya setelah kemenangan kelompok Unitaris, yang menggunakan sistem pemerintahan yang
sentralistis dan demokratis.

Pada tahun 1806, Republik Bataf dibubarkan. Sebagai gantinya, didirikan pemerintahan kergjaan di bawah
kekuasaan Raja Belanda Louis Napoleon, adik kandung Napoleon Bonaparte. la menjadi Rgja Belanda dari
tahun 1806 hingga 1810. Setelah penandatangan kesepakatan Rembouillet (Juli 1810), negara Belanda
dijadikan bagian dari kekaisaran Prancis di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte.

Konflik antara Prancis dan Inggris tidak dapat dilepaskan dari segjarah kedua bangsa Eropaitu. Konflik yang
sering diikuti dengan perang bermula dari abad X1V, sgjak Prancis diperintah oleh rgja Charles V11 (1403-
1461). Konflik antardua negara ini terus berlangsung sarnpai masa Napoleon Bonaparte berkuasa. Bahkan
hingga akhir abad XX, hubungan kedua negara itu masih sering menemui kendala. Oleh karena itu, untuk
memahami pembenahan yang dilakukan oleh Daendels dan kebijakannya di Hindia Timur dari tahun 1808-
1811 hal itu hanya bisa dipahami dalam konteks sejarah Eropa pada awal abad MX.



